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Abstraksi -

Perkawinan secara umum mempunyai pengertian menyatukan sepasang
manusia dalam sebuah ikatan yang suci karena menggunakan nama Tuhan sebagai .
sumpah, dan legal karena diikat dalam aturan hukum. Ada banyak macam jenis ikatan
perkawinan. Yang paling banyak dijumpai adalah perkawinan monogami, yaitu
perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan.Selain itu masih
ada yang dinamakan poliandri dan poligami. Poliandri adalah perkawinan antara satu
orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebaliknya, poligami adalah
perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan =~ .

Dalam hukum Islam, perkawinan monogami dan poliandri tidak banyak
menimbulkan kontroversi. Sedangkan poligami masih menjadi kontroversi sampai
sekarang. Secara tekstual, dalam KHI memang diungkapkan kebolehan berpoligami
dengan syarat pokok yaitu persetujuan istri. Namun di lain pihak hal tersebut akan
mengakibatkan perbuatan yang fatal kelak yaini dapat juga merusak keharmonisan
keluarga yang sudah mapan.

Unutk menjawab persoalan ini penelitian ini diambil dari berkas keputusan
Majelis Hakim No.:557/PDT.G/2003 dan No.:74/PDT.G/2003/PA yang memutuskan
perizinan tersebut dikabulkan dengan alasan bahwa sudah ada izin dari pihak istri.
Secara hukum bahwa kasus poligami yang lebih diutamakan adalah adanya
persetujuan dari istri. Akan tetapi keputusan Majelis hakim tersebut masih belum
diklarifikasikan, karena; Perfama, syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang
bukan pada persetujuan istri ansich. Akan tetapi masih ada syarat yang lain yang
terdapat dalam KHI ataupun UU yang lainnya. Kedua, secara hukum bahwa
kebijakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut didasari dengan
mengambil kemaslabatan karena termohon Il telah dihamili oleh pemohon Kasus
tersebut akan berdampak pada masyarakat yang berfikir bahwa hamil Qi luar nikah
akan mempermudah dalam proses perizinan poligami. Kefiga, secara moral dan etika
kasus tersebut akan mempengaruhi keharmonisan keluarga yang berakhir pada
perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi putusan dengan
menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Hakim memutuskan
perkara tersebut lebih mengutamakan persetujuan istri yang secara hukum lebih
dikuatkan. Akan tetapi, kasus tersebut berbicara tentang kemudharatan secara global.
Secara garis besar majelis hakim perpendapan bahwa menyelamatkan anak di dalam
kandungan lebih utama dari pada menjadi anak haram. Kemudharatan yang pokok
pada akhimya berimplikasi pada masyarakat yang berpendapat bahwa dengan
menghamili orang lain dapat dijadikan kunci terkabulnya izin poligami.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab vang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

[11:;(:):‘ Nama Huruf Latin j Keterangan
} Alif | tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ b be '
(] T& t te
& S’ § es (dengan titik di atas)
d Jim i je
L H& h ha (dengan titik di bawah)
of Kha’ kh ka dan ha
R Dal d de
3 Zal i zet (dengan titik di atas)
Jd R&® r er
,)' ' zai R z zet
I sin s - es
o syin sy es dan ye
N sad s es (dengan titik di bawah)
o dad d de (dengan titik di bawah)
h & t te (dengan titik di bawah)
§ 2 2 7 zet (dengan titik di bawah)
' ‘ain i koma terbalik di atas
& gain g ge
h @ f ef
“5 qaf q qi
4 kaf k ka
d lam i ‘el




¢ mim m ‘em
O ndn n “en
S wawil w w
-A ha’ h ha
& hamzah ’ apostrof
<é yd’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
2d dxia Ditulis Muia‘zddidah
bAc Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
4Sa ditulis Hikmah
dle Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

EABFRES

Ditulis

Karimah al-auliy’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.

haall 318y

Ditulis

Zakah al-firi

D.

Vokal Pendek

xi




] fathah ditulis A
J‘—ﬁ ditulis fa’ala
. Visrih ditulis i
;3 ditulis Zukira
_'_. ditulis u
L dammah ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis a
ala ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya’ mati ditulis a
u-‘-“z‘ ditulis tansa
3 kasrah + ya’ mati ditulis i
p S ditulis karfm
4 dammah + wawu mati ditulis i
U9 R ditulis furdd
F. Vokal Rangkap
| fathah + ya’ mati ditulis ai
pSi ditulis bainakum
. fathah + wawu mati ditulis au
‘JJS ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
‘,33‘“ ditulis a’antum
Cael ditulis utiddat
- > .
ad S ol Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
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1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

LJI )ﬂ‘ ditulis al-Qur’dn
el Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf'| (el) nya.

e

AW
el

ditulis

Ditulis

as-Sama’
Asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

. )ﬂ‘ %

Ditulis
Ditulis

Zawi al-furad

ahl as-sunnah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian, oleh Q.IV:21
menyatakan “perkawinan adalah perjanjian yang sangan kuat “, disebut dengan
f‘kata-kata “mitsdghan ghal‘zdhan"’. Perjanjian tersebut sangat mengikat sehingga
dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu: Pertama,
perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
.Kedua, kedua belak pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian
tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Ketiga, persetujuan perkawinan
itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing'.
_Ketiga perjanjian tersebut berlandaskan pada pemenuhan keluarga yang sesuai'
dengan UU Perkawinan.

Undang-Undang tentang perkawinan dimulai dengan disahkannya
Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang
difindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, dan
untuk ruang lingkup yang terbatas, PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, membawa nuansa baru
dalam pemikiran hukum di Indonesia yaﬁg di dalam kitab-kitab figh belum

dibicarakan, atau dalam hal-hal tersebut belum ada penegasan secara eksplisit.

' Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 2, 1999)
him. 16-17.



Kemudian pada akhir tahun 1989 juga disusul dengan lahimya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU yang terdiri dari
| tujuh bab dan 108 pasal ini memang lebih banyak mengatur soal keberadaan
Pengadilan Agama, Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara ini, sejauh hukum
materiilnya masih mengacu kepada kitab-kitab figh tertentu yang dipandang
mu'tabarah dan kepada Undang-Undang Perkawinan scrta peraturan organik
dibawahnya. Tahun 1991 ditetapkan Kompilasi Hukum Islam, dan disebarluaskan

" melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai sebuah konsensus ulama,
yang disepakati sebagai landasan hukum yang kokoh dan mandiri bagi keberadaan
lembaga Peradilan Agama®.

Dari kesemua Undang-Undang perkawinan tersebut mempunyai satu
prinsip perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti
yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 UUP yang menyatakan: "Perkawinan ialah
ikatan laﬁir batin antara seorang pria dengan secorang wanita sebagai suami dan
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia
berdasarkan - Ketuhanan Yang Maha Esa™. Dalam rumusan Pasal 2 KHI
dikemukak:;n: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad
yang sangat kuat atau mitsdgon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah", dan "Perkawinan bertujuan untuk

2 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta; Gama Media
Offset, Juni 2001) him. 102-103.

3 Ibid., him. 134



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*.
Perkawinan oleh al-Qur'an disebut dengan kata nikdh dan mitsdq (perjanjian).
Terlepas dari arti nikah yang telah menjadi pengertian umum, maka nikah berarti
ittifdq (kesepakatan) dan mukhélathoh (percampuran). Dalam hal ini mempunyai
makna untuk membina rumah tangga mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih
sayang) sehingga dalam ikatan suatu keluarga akan terwujud suatu ikatan keluarga
yang sakinah, seperti yang iclah dijelaskan di dalam al-Qur’an:
oS Jna g Ll 3t Lo 3 | aSadih (e o S1 (318 o 3 (g
09 Sa0 s il ALY AN B ) daa jg 8040
Pembinaan keluarga tersebut juga terwujud dalam perkawinan beristri
lebih dari seorang atau poligami yang pada dasamya azas perkawinan tersebut
adalah monogamy. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan
Pengadilan. Pasal 3, 4, 5 UUP menyatakan. Pasal 3 :"(1) Pada dasarnya dalam
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorané
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, (2) Pengadilan dapat memberikan
izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak-pihak yang bersangkutan."
Pasal 4 :"(1) Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari
seorang, sebagai tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib

mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, (2)

* M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi
Hukum Islam, dalam buku Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum
Nasional, Penyunting Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1999). him. 50-51.

5 Ar-Ram (30): 21



Pengadilan vang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada
seorang sauami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (a) istri tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau
penyakit vang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan
keturunan®.

Sementara pasal 55 KHI menyatakan :"(1) Beristri lebih dari satu crang
pada waktu vang bérsamaan terbatas hanya sampai empat orang istri, (2) Syarat
utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-
istri da anak-anaknya, (3) Apabila syarat utama yaﬁg disebut pada éyat (2) tidak
mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang". Memperhatikan
pasal 55 KHI ini seakan-akan diterapkan prinsip yang terbaik dari UU
Perkawinan, meskipun hakekatnya sama, yaitu bahwa prinsip perkawinan adalah
monogami.

Poligami merupakan salah satu perkara penting yang mendapat perhatian
khusus di dalam al-Qur'an. Sehingga tidak mengherankan kalau Allah SWT

meletakkan pada awal Surat al-Nisa' dalam kitab-Nya:
il (e aS) (ko L 19S5 U el 6§ gdana®S Y (o Qi )
A L5 oS5 Lag) caSha Lo gf B 2 b 1 g8 a8 T i (A oLy g SOy e
P PR

Penjelasan ayat tersebut mengacu pada larangan mengambil dan

memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Karena itu, ditegaskan bahwa dan

¢ Lihat pasal 57 KHI.

" An-Nisa' (4) : 3



Jika kamu takut jika; tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan
kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu,
maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-
wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang
sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan
berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalar: hal cinta bila
menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang saja, atau nikahilah
hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi
selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu
orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih banyak
mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak
yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka®.

Ketentuan tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa persyaratan
beristri lebih dari seorang itu dihadapi oleh beberapa syarat demi terwujudnya
keadilan. Gus Mus dalam bukunya mengatakan “Banyak orang yang kurang
memahami atau hanya sepintas saja melihat surat an-Nisa’ maupun UU tentang
poligami menganggap bahwa poliéami dalam Islam itu mudah. Bahkan dalam al-
Qur'an khawatir tidak bisa adilpun sudah cukup menjadi alasan untuk tidak
berpoligami. Adil itu mengandalkan akal sehat tidak emosi dan nafsu. Persyaratan
adil itu nyaris merupakan "Palang Pintu" bagi umumnya orang untuk berpoligami.
Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, poligami memang diizinkan. Kenapa?

Karena agama tidak ingin menutup sama sekali "pintu" yang memang pada

8 M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Mishbdh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, (Penerbit -
Lentera Hati, Vol 2, Cet. IV, 2005) him. 338.



situg_si-situasiya dan kasus-kasus tertentu —betapapun jarangnya- justru lebih baik
dibuka untuk memberi jalan keluar.

Dapat diketahui bahwa dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2003
Pengadilan Agama Slemanr Yogyakarta memutuskan dua perkara yang berkaitan
dengan poligami. PA Sleman memberikan pengkhususan dalam perkara ini
dengan judul "Poligami Tidak Sehat", dimana perkarg tersebut memang
memerlukan penjabaran ulang yang menjelaskan tentang kasus tersebut.

< Dalam pgmsan-pumsan Pengadilan Agama Sleman tahun 2003 No.:
557/I;dt.G/2003 dan No.: 74/Pdt.G/2003/Pa. Sleman terdapat dua kasus poligami
dengan alasan hamil di luar nikah sebagai dasar diperbolehkannya poligami,
dimana terdapat dua unsur yaitu hamil diluar nikah dan unsur kesengajaan untuk
mewujudkan poligami.

Dalam KHI yang berkenaan dengan hamil di luar nikah diatur dalam Bab
VHI pasal 53 yang secara garis besar menyebutkan bahwa hamil diluar nikah
dihukumi boleh dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi yang perlu diulas
secara lebih mendalam adalah tentang terjadinya izin poligami yang disebabkan
oleh hamil diluar nikah. ‘

Perkara tersebut menarik untuk diteliti tak lain untuk mengetahui alasan-
alasan yang diambil PA Sleman serta dasar-dasar yang dijadikan bahan rujukan
atau pertimbangan hakim-hakim di PA Sleman dalam mengeluarkan izin
poligami. Dan apakah pertimbangan yang diambil sesuai dengan yang diinginkan
oleh UU Perkawinan dan Hukum Islam ataupun ada unsur lain dalam putusan

tersebut.



B. Pokok Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang akan
dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah:

1. Apa landasan pemikiran yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis
Hakim dalam mengabulkan izin poligami yang disebabkan karena hamil di
luar nikah yang terjadi di PA Sleman?

2. Apa landasan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk dijadikan-
alasan dasar terhadap pemberian izin poligami dengan alasan hamil di luar

nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan
Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang
berkaitan dengan pokok masalah yang akan menjadi bahasan utama, yaitu :
1. Tujuan
a. Untuk menjelaskan alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan
izin poligami yang terjadi di PA Sleman dan apa pertimbal_lgan hakim
dalam memberikan izin poligami yang disertai dengan hamil di luar nikah.
b. Untuk menganalisa kesesuaian putusan poligami di PA Sleman dengan
Hukum Islam.
2. Kegunaan
a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam dan

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia khususnya dalam masalah

poligami.



b. Sebagai bahan acuan PA Sleman ketika menemukan perkara scrupa di

masa-masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Tulisan yang membahas tentang poligami dalam [slam secara umum
terdapat dalam buku karya Musfir aj-Jahrani yang berjudul Poligami dari
Berbagai I5erseps1'9. Daiam buku tersebut Musfir banyak mengulas tentang
poligami secara global, mulai dari secjarah pra-Islam sampai pasca Islam.
Termasuk juga karya Khoiruddin Nasution berjudul Riba dan Poligami"’. Dalam
karyanya ini Khoiruddin menjabarkan banyak tentang poligami menurut
pemikiran Muhammad Abduh.

Dan buku karya Syaikh Abu Abdur Rahman yang berjudul Ta’addud;
Keutamaan Poligami'!. Dalam bukunya Syaikh Abu menjelaskan tentahg
keutamaan poligami dalam Islam. |

Sedangkan artikel maupun buku yang mengulas seputar perundang-
undangan di Indonesia tentang poligami dan hamil di luar nikah terdapat dalam
buku karya Mohd. Idris Ramulyo yang berjudul Hukum Perkawinan Lﬂam”.

Dalam bukunya Muhd. Idris menganalisis tentang poligami dan hamil di luar

® Musfir aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, Penj. Muh. Suten Ritonga, (Jakarya:
Gema Insani Press, Desember 1996)

' Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami; sebuah studi atas pemikiran Muhammad
Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996)

! Syaikh Abu Abdur Rahman, Ta’addud: Keutamaan Poligami, Penj. Muhammad Abu
Hamdan, (Surakarta: Pustaka Imam Bukhori, 1992)

12 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; suatu analisis dari Undang-undang
No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum [slam, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 2, 1999)



nikah dalam Undang-undang No.l Tahun 1974 dan KHI secara garis besar saja.
Juga artikel karya M. Yahya Harahap yang berjudul Informasi Materi Kompilasi
Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam buku Kompilasi
Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional'®. Dalam
artikel tersebut menyebutkan beberapa alasan dan penjelasan dalam permasalahan
kawin hamil dan poligami serta analisis perpasal di dalam KHIL.

Diiamban lagi buku karya Multi Arto yang berjudul Praktek Perkara
Perdata pada Pengadilan Agama'*. Dalam buku tersebut Mukti Artho mengulas
tentang acara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama secara umum.

Dan artikel karya Nursyahbani Katjasungkana yang berjudul Kebijakan
Pemerintah Tentang Perempuan Hamil Di Luar Nikah, Nikah Di Bawah Tangan,
Pelecehan Seksual dan Korban Kekerasan. Dalam artikelnya tersebut
Nursyahbani menjelaskan tentang penjelasan Pemerintah tentang hamil di luar
nikah yang diwujudkan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Adapun penjelasan lain tentang masalah poligami maupun hamil di luar
nikah terdapat dalam buku karya Ahmad Rofiq yang berjudul Hukum Islam di
Indonesia. Rofiq dalam-bukunya mengulas tentang poligami maupun héunil di luar

nikah baik alasan maupun syarat secara global.

3 M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi
Hukum JIslam, dalam buku Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum
Nasional, Penyunting Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana [imu, 1999). him. 50

" Mukti Artho, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, November 2000). him. 241

'* Nursyahbani Katjasungkana, Kebijakan Pemerintah Tentang Perempuan Hamil Di Luar
Nikah, Nikah Di Bawah Tangan, Pelecehanh Seksual dan Korban Kekerasan dalam buku Wanita
dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Perberdayaan dan Kesempatan, Editor H.M. Atho Mudzhar,
(Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta 2001). hlm. 122
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Juga karya Asghar Aki Engineer dalam bukunya yang berjudul Matinya
Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki'®. Dalam bukunya
Engineer mengulas tentang Islam dan Poligami dalam kacamata gender secara
umum.

Penjelasan mengenai sistem peradilan maupun hukum acara di peradilan
agama secara luas baik dari masa Jahiliyah sampai pada masa sekarang diambil
dari bukli karya Teungku Muhammad Hz;lsbi ash-Shiddieqy yang berjudul

Peradilan dan Hukum Acara Islam"’.

E. Kerangka Teoritik.

Hukum adalah refleksi sosiolegal masyarakat untuk menata kehidupan.
Dalam Islam, hukum adalah sebagai hasil pengolahan pemikiran antara konteks,
teks dan subyek dalam bingkai yang sangat teologis. Dengan kata »lain, hukum
sebagai pelembagaan nilai-nilai yang inheren dalam teks-teks suci (nushiish),
realitas, dan kedirian ulama.

Dalam arti, hukum selaiu memiliki basis sosial-kultural-ideologis. Prinsip

dimaksud tercermin dari asas ilmu hukum Islam (ushil figh) yang menegaskan
tentang: LY :‘-‘A,)\J‘J.-."':\-‘&gﬂ‘)éﬂ
Di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia ada perubahan-

perubahan yang mendasar khususnya bab mengenai perkawinan. Dalam hal ini

16 Asghar Aki Engineer, Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-
laki, Penj. Akhmad Affandi dan Muhammad Ihsan, (Yogyakarta: Ircisod, Februari 2003). him. 131

b Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Isiam,
(Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, Agustus 2001)



1

perlu disadari bahwa UU Nomor | tahun 1974 dan peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 merupakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan KHI
merupakan aturan yang berada dibawah kedua produk tersebut'®. Oleh karena itu,
dalam penegasan dan penjabarannya ke dalam KHI tidak sampai bertentangan
atau melampaui apa-apa yang di lakukan oleh kedua produk hukum tersebut. Jadi
tetap dipegangi konsistensi materi artara kedua produk tersebut dengan
penjabaran perluasan kden@n yang dirumuskai: dalam KHI.

Di dalam undang-undang perkawinan menyebutl.can bahwa asas undang-
undang perkawinan adalah monogami, akan tetapi masih tetap membolehkan
poligami dengan syarat yang amat ketat dan dengan batasan-batasan tertentu. Gus
Mus'® dalam bukunya menjelaskan bahwa di dalam undang-undang perkawinan
persoalan poligami tidaklah gampang. Seperti diketahui, sesuai UU No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan di Indonesia ini menganut monogami. Hanya apabila
yang dikehendaki oleh yang bersangkutan karena diizinkan oleh hukum dan
agama yang bersangkutan, seorang suami bisa beristri lebih dari seorang. Inipun
dengan syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Pada pokoknya pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat yaﬁg
harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:

a. Adanya persctujuan dari istri-istrinya;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan

hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material);

18 Ibid., hlm. 345

1% Musthofa Bisri, Figh Keseharian Gus Mus, (Penerbit Khalista & Mata Air Surabaya, Cet.
I, April 2005)
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c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan

anak-anak mereka (immaterial)®’;

Idealnya, jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka suami dapat
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun
dalam prakteknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati
oleh suami. Sementara tidak ada bentuk kontrol dari pengadilan un@k menjamin’
syarat itu dijalankan: Bahkan dalam beberapa kasus, meski belum atau tidak ada
persetujuan dari istri sebelumnya, poligami bisa dilaksanakan. Sedangkan
menurut kacamata hukum yang berlaku di Indonesia penyusun mengutarakan
pendapat M. Yahya Harahap®', di dalam KHI dikatakan terdapat pembatasan- '
pembatasan mengenai pembebasan berpoligami yang didasarkan atas alasan
ketertiban umum. Lagi pula, jika diperhatikan ketentuan Surat al-Nisd":3 derajat
hukum perkawinan poligami adalah kebolehan. Kebolehan itupun kalau diteluéuri
sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam, dengan
demikian :

a. Harus di dasarkan pada alasan anumeratif. Tanpa dipenuhi salah satu

alasan tidak boleh poligami. Alasannya a&alah -
1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban.
2) Istri cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan.
3) Istri mandul.
b. Harus memenuhi syarat:

1) Mesti ada persetujuan istri.

2 pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2 M. Yahya Harahap, Kompilasi Hukum.... hlm. 58-59.
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2) Mampu berlaku adil.
3) Kepastian atas kemampuan menjamin kehidupan.

c. Harus ada izin pengadilan agama®™.

Di dalam ayat (a) Pasal 5 UUP mengatakan bahwa adanya persetujuan
suami oleh istrinya dengan pengertian bahwa syarat-syarat yang telah diberikan
oleh suami harus benar-benar. di teliti ulang oleh pengadilan agama, dengan
melewati jalur-jalur yang sudah diatur dalam hukum Acara Pem;ohonan
Poligami® diantaranya : |

a. Poligami harus ada izin dari pengadilan agama.

Seperti yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KHI.
b. Kewenangan Relative PA
Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada
- Pengadilan Agama di tempat tinggalnya”.

¢. Surat Permohonan
Dalam surat permohonan izin beristri lebih dari seorang ini harus memuat :

1. Nama, umur, dan tempat Kediaman Pemohon, yaitu suami dan

Pemohon yaitu suami dan termohon, yaitu istri/istri-istri.

2. Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang.

3. Petitum

4. Pemanggilan pihak-pihak

2 1bid., him. 59

2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, November 2000). him.241-243,

% pasal 4 ayat (1) Nomor 1/1974.
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. 5. Pemeriksaan

Pemeriksan permohonan izin poligami merupakan perkara contensius,
karena harus ada (diperiukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di
Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.

| Dengan ini untuk mengetahui bahwa lembaga Pengadilan Agama di
Sleman Yogyakarta telah menerapkan aturan-aturan tesebut atau memberitan
keb'ijaksanaan-kebijaksanaan yang lain yang ditempuh oleh para Hakim untuk
memutuskan perkara tersebut.

Kembali kepada ayat yang disinggung di depan (an-Nisd':2-3) menurut
Nasr Hamid Abu Zaid dalam bukunya® bahwa konteks pewahyuan ayat tersebut
jika dinisbatkan pada konteks struktur kebahasaan —bentuk kondisional yang
menghubungkan antara kebolehan dengan (al-Ibdhah) dan keyakutan akan tidapat
berbu.at adil terhadap anak yatim- menegaskan bahwa kata perintah itu bukanlah
kata printah taysri' yang abadi, melainkan persyaratan yang terikat oleh waktu
untuk mengatasi suatu problem yang muncul.

Beliau juga berpendapat bahwa yang membuat rancu adalah bahwa tradisi
"Poligami" mempM tradisi yang ada sebelum Islam yang tidak tunduk terhadap
parameter apapun. Dan Islam telah berusaha meletaki(an parameter-parameter dan
kaidah-kaidah terhadap pelecehan perempuan dengan wajah poligami.
Muhammad 'Abduh mengatakan bahwa dia mengkritik dari tradisi dan adat
kebiasaan yang menjadikan pengecualian sebagai kaidah dan kebolehan sebagai

kewajiban dan keniscayaan, sampai pada legitimasi pengeluaran peraturan-

2 Nasr Hamid Abu 2Zayd, DekonstruksiGender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam,
Pentj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, (Samha, bekerja sama dengan PSW (Pusat
Studi Wanita, Yogyakarta, Agustus 2003). hlm. 195-196.
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peraturan yang berhubungan dengan fenomena "poligami" yang diberikan oleh
laki-laki tanpa adanya batas dan ketentuan.

Dalam hal ini Abduh bertitik tolah dari kesadaran yang nyata akan hakikat
problem sosial yang muncul dari pemahaman yang kacau dan sempitnya
penafsiran dan interpretasi yang pada gilirannya muncul karena tidak adanya
perbedaan antara "yang dikatakan" (mantiig) dan "yang dipahami” (mafhim) di
dalam makna teks, dan antara "yang general” (‘dm) dan "yang spesifik" (khds) di
dalam struktur teks. Dalam hal ini system poligami yang berl;ku di Negara kita
ini merupakan makna teks yang masih belum diketahu‘i siapa "yang dikatakan"
(mantiq) dan "yang dipahami" (mafhim) dan dilhat dari struktur teksnya yang
masih belum jelas bentuk "yang general™ (‘Gm) dan "“yang spesifik" (khds).

Schingga sehingga dapat dikategorikan tentang syarat dan prinsip
mengenai poligami yaitu:

1. Sesungguhnya syarat poligatpi adalah penerapan keadilan. Akan tetépi,
syarat tersebut tidak diindahkan karena tidak mungkin apabila
dijumpai satu orang dalam satu juta orang untuk dijadikan prinsip.

2. Dalam poligami laki-laki cenderung memperlakukan istri-istri mekka
dengan buruk dan mengingkari hak-hak mereka dalam nafkah dan
pergaulan.

3. Jelas bahwa sumber permusuhan dan kerusakan antar anak adalah
perbedaan ibu. Dan setiap mereka dididik atas dasar kemarahan dan

kebencian terhadap yang lain.



Dalam pengulasan skripsi ini, penyusun mengambil al-Qur'an dan Hadis
sebagai sumber pembahasan, disamping pendapat dan pandangan 'Ulama dan
ijtihad para Hakim dan juga kaidah-kaidah fighiyyah yang berkaitan dengan

pembahasan yang akan kami teliti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam penusunan skripsi
ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi putusan yang

ditunjang dengan penelitian pustaka. Sedangkan lokasi yang dijadikan

sebagai obyek penclitian adalah Pengadilan Agama Sleman

Yogyakarta. |

2. Pendekatan Penelitian.

a. Pendekatan Yurudis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti
dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia yang n;engatﬁr masalah perkawinan
pada umumnya dan perkawinan poligami pada khususnya.

b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada teks-
teks al-Qur'an dan Hadits, kaidah usul serta pendapat para ‘ulama
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data
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Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan

dokumentasi.

a. Wawancara (interview), yaitu dengan cara memperoleh data atau
keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait
dengan obyek penelitian. Dalam hal ini, kami mencoba untuk
mengadakaii wawancara secara langsung (face to face/tatap muka)
kepada Hakim dan perangkat terkait di ling<ungan PA Sleman
Yogyakarta.

b. Dokumentasi atau penclusuran dokumen, yaitu dengan cara
memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen
berupa berkas-berkas perkara izin poligami yang terdapat di PA
Sleman Yogyakarta.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data digunakan metode analisis kualitatif,

dilakukan dengan jalan mengklasifikasikan data menurut sifat-sifat dan

ciri-cirinya dengan jalan:

a. Deduksi, yaitu menganlisis data dengan cara memberikan bukti-
bukti khusus rerhadap suatu pengertian umum yang sebelumnya

ada.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih mudah dan terperinci

pembahasannya, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:
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Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistimastika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan tentang Poligami, yang berisi
tentang pengertian dan dasar hukum poligami, poligami menurut hukum islam
dan poligami menurui perundang-undangan di Indonesia serta penjabaran tentang
Hamil di Luar Nikah

Bab ketiga membahas tentang izin poligami yang disertai dengan hamil di
luar nikah serta direlasikan dengan kondisi obyektif penelitian yaitu putusan
Pengadilan Agama Sleman tentang p<;liga1ni tidak sehat yang meliputi dasar
hukum putusan hakim, alasan dan pertimbangan hakim dalam pengambilan
keputusan serta penyelesaian perkara poligami-tidak schat, serta keterkaitan
dengan undang-undang mengenai kasus tersebut.

Selanjutnya Bab yang Keempat meliputi analisis terhadap landasan hukpm
serta analisis terhadap landasan pemikiran Majelis Hakim dalam penyelesaian
suatu perkara.

ADan yang terakhir yaitu Bab kelima yakni .kesimpulan dimana kami
melampirkan hasil dari analisis penelitian yang telah disimpulkan.

Akhimya penyusun akhiri pembahasan ini dalam Bab kelima yaitu
penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah

dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah menganalisa dan mengurai baik itu secara normatif maupun
pemikiran yang diambil, dapat diambii kesimpulan sekaligus menjawab permasalahan
yang menjadi titik central penulisan skripsi ini, yaitu: ‘

1. Pengadilan agama Sleman memutuskan 2 perkara di tahun 2003 tentang poligami
yang disertai dengan hamil di luar nikah. Dua putusan tersebut kami mengambil
kesimpulan bahwa:

a. Putusan No.: 557/Pdt.G/2003/Pa. Sleman tahun 2003

e Pembuktian yang diambil oleh Majelis Hakim masih belum mendekati

kenyataan yang konkrit sehingga harus ditelusuri kembali sumber
- permasalahan yang terjadi.

e Pernyataan yang diberikan oleh Majelis Hakim hanya meliputi pada
permasalahan poligami sedangkan permasalahan hamil di luar nikah
hanya mencakup pada hamil yang disebabkan oleh Pemohon bukan pada
penyebab yang ditimbulkan. Oleh karena itu penting sekali untuk
diuraikan secara mendalam demi keadilan yang seadil-adilnya.

b. Putusan No.: 74/Pdt.G/2003/Pa Sleman tahun 2003
e Majelis Hakim harus lebih mempertimbangkan penghasilan suami karena

ketika penghasilannya kurang dari standart ekonomi yang pada akhirmya
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berpengaruh pada ketimpangan keluarga. ' Hal inilah yang sering
disinggung dalam KHI maupun Undang-undang Perkawinan bahwa
penghasilan suami lebih diutamakan ketimbang syarat yang lain.
e Harus diteliti Iagi tentang keinginan Pemohon untuk poligami karena
. dampaknya pada perceraian..

2. Pertimb%;ngan dasar huklll;l yang diambil oleh Majelis Hakim dallam memutuskan
perkara poligami yang disertai dengan hamil di luar nikah harus dengan melihat -
alasan-alasan poligami yang diajukan oleh para pihak. Dengan alasan tersebut
Majelis Hakim mengambil keputusan dengan dasar kemaslahatan, padahal dibalik
kemaslahatan tersebut terdapat kemudharatan yang lebih besar. Mengapa? Karena
dengan terjadinya kasus tersebut orang-orang yang menginginkan poligami akan
melakukan perbuatan zina dengan'menghamili perempuan lain maka secara
terpaksa istri tuanya akan mengizinkan karena sang suami harus bertanggung
jawab atas perbuatannya tersebut. Akan tetapi Majelis hakim tidak membaca
dampak yang akan terjadi dikemudian hari.

3. Majelis Hakim dalam memutuskan poligami melihat keterangan izin dari istri
tuanya sebagai landasan pokok karena Majelis Hakim tidak memaksakan orang
yang menginginkan poligami. Padahal, poligami mempunyai asas public affair
yang mempunyai arti bahwa permasalahan poligami tersebut bukan urusan

pribadi tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni mesti ada izin dari
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Pengadilan Agama dengan melihat syarat-syarat yang tercantum dalam

perundang-undangan.

B. Saran-Saran
1. Permasalahan poligami yang disertai kawin hamil bukan pada permasalahan
kemaslabatan ansich, namun juga h.arus dilihat faktor-faktor yang
melatarbelakangi dan dampak yang terjadi kemudian.
2. Wacana tentang poligami masih relevan untuk tetap dibicarakan, mengingat
secara faktual masih banyak terjadi dan juga masih banyak diperdebatkan.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai poligami yang disertai dengan kawin

hamil dalam konteks kekinian.
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TERJEMAHAN

HALAMAN

FOOTNOTE

TERJEMAH

5

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saying.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan bila kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap
(hak-hak)  perempuan  yatim  (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya.

25

20

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah
baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik
dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka
bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan (menukar dan
memakan ) itu adalah dosa yang besar.

25

21

Dan bila kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap
(hak-hak) perempuan. yatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya.

26

22

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur
untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka
telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah
kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan
harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah
kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka
dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu,
maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak




yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia |
makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila
kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah
kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi
mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas
persaksian itu).

26

23

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.
Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang
mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-
Qur'an {juga memfatwakan) tentang para wanita yatim
yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang
ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini
mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang
lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu
mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kcbajikan apa
saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah
maha mengetahuinya.

26

24

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara
isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang
lain terkatung-katung.

26

&

Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW berkata
kepada seorang lelaki dari bani tsdgif yang masuk Islam
sedang ia memiliki sepuluh orang istri : “simpanlah
(milikilah/tetap menjadi istri) empat orang dari mereka
(istri-istrimu) dan ceraikanlah sisanya (enam orang yang
lain)!”

56

Aku diperintahkan Tuhanku memutuskan perkara menurut
bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedang hakikat
urusan itu terserah kepada Allah sendiri. (Hadis riwayat
Bukhori dan Muslim)

74

Yaitu bahwa hukum mengikuti kemaslahatan yang kuat

87

Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih
kemaslahatan

88

Ijtihad berubah sesuai dengan maslahat yang ada

88

Dan perbedaan adanya maslahat dalam suatu perkara itu,
disebabkan adanya perubahan waktu, (tempat dan kondisi)

orang-orang (masyarakat), dan disini diwujudkan

(dilakukan) ijtihad

11




Lampiran I1

BIOGRAFI TOKOH

e Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara
10 Maret 1904 di tengzh keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah .
campuran arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia keturunan ketiga puluh dari
Abu Bakar Ash-Shiddiq. Anak dari pasangan Teungku Amrah, puteri Teungku
Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi dan Al Hayjj
Teungku Muhammad Husein Ibn Muhammad Mas’ud. Ketika berusia 6 tahun
ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyyah, salah seorang bibinya. Sejak
berusia 8 tahun Hasbi meudagang (nyaniri) dari dayah (pesantren) satu ke dayah
yang lain yagn berada di bekas pudat kerajaan Pasai tempo dulu.

Ia adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah,
dan hany satu setengah tahun duduk di bangku sekolah menengah Al-Irsyad
(1942). Dengan basis pendidikan formalseperti itu, ia memperlihatkan dirinya
sebagai seorang pemikirr Muhammad Hasbi menitikberatkan pada
pembaharuannya pada bidang hukum Islam dengan semboyannya yang terkenal
‘Pintu Ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada
manusia manapun yang berhak menutupnya’.

e Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur Bin Daib lahir dikota damaskus syiria tanggal 11 maret 1938
M. Syahrur menyelesaikan setudinya di bidang tehnik sipil (engineering, hadasah
madaniyyah) di Moskow Uni Sovyet (sekarang Rusia) dengan beasiswa dari
pemerintah Syiria, pada 1957 M. Dan pada tahun 1964 M, Syahrur berhasil
meyelesaikan studinya di Moskow dengan gelar diploma dalam bidang Tehnik
Sipil dan pulang kembali ke Syiria.

Meskipun Syahrur berlatarbelakang akademik di bidang Teknik, ternyata ia
mempunyai minat yang kuat terhadap berbagai disiplin lain termasuk masalah-
masalah kelslaman apalagi didukung dengan penguasaanya terhadap beberapa
bahasa dunia seperti bahasa Inggris, Rusia, dan bahasa Arab yang merupakan
bahasa ibu baginya. Beberapa disiplin yang diminati Syahrur diantaranya: Filsafat
Humanisme (al-Falsafah al-Insaniyah), Filsafat Bahasa khususnya Lingusitika
Kontemporer (‘ilm al-Lisaniyyah al-Handisah), dan Simantika Bahasa
ArabKhususnya dalam Filsafat Bahasa, Syahrur mulai mendalami sejak ia
menjalani studi di Moskow, apalagi sejak pertemuanya dengan Ja'far Dakk al-Bab
—~ rekan sealmamaternya di Syiria dan rekan seprofesinya di Universitas
Damaskus— yang sudah dianggapnya sebagai gurunya di bidang



linguistikPertemuan Syahrur dengan Ja'far tersebut merupakan hal yang sangat
berarti bagi pemikiranya yang kemudian menghasilkan sebuah karya monumental
sekaligus kontrofersial yaitu al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah (1990).
Buku inilah sebenarnya yang membuat nama Syahrur melejit dalam kancah
blantika pemikiran kontenporer. Sebagaimana diakuinya renungan dan penulisan
buku itu ternyata telah mengalami proses dalam waktu yang cukup lama yaitu 20
tahun.
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Lampiran IV

Out Line Interview'
Dengan Bapak Drs. H. Husaini Idris, S.H’

1.  Jelaskan tentang poligami menurut hukum Islam dan hukum perundang-
undangan di Indonesia?

2.  Gambarkan tentang permohonar izin poligami di PA Sleman?

3.  Sebutkan tata cara permohonan dan pemeriksaan izin poligami di PA
Sleman?

4.  Adakah jaminan suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak, jelaskan?

Apakah suami harus izin terhadap istri/istri-istrinya, jelaskan?

6. Bagaimanakah keputusan Bapak ketika istri tidak mengizinkan suami
untuk berpoligami, akan tetapi suami menginginkan untuk berpoligami?

7.  Jelaskan tentang kasus hamil di luar nikah yang terdapat pada KHI pasal
53 dan 54?

8.  Di dalam putusan No. : 557/Pdt.G/2003/Pa. Sleman dijelaskan bahwa
pemohon mengajukan izin poligami sedangkan termohon II dalam
keadaan hamil 5 bulan akan tetapi hakim memutuskan dengan alasan
poligami, jelaskan?

9. Ketika Majelis Hakim mengetahui tentang hamilnya termohon II akibat
hubungan backstreet dengan pemohon, Apakah keputusan Majelis Hakim
tidak memberatkan terhadap termohon I karena cenderung bersikap
terpaksa, jelaskan?

10. Berapakah kasus yang sudah diputuskan tentang perkara tersebut sampai
sekarang (berkas putusan)?

! Dilaksanakan pada tanggal 01 dan 08 Maret 2007 di PA Sleman, Yogyakarta.

2 Selaku Hakim di PA Sleman

VI



11.
12.

13.

14.
15.

Berapékah kasus yang sudah dibatalkan sampai sekarang, mengapa?
Apakah Majelis Hakim sudah menyeleksi dan memeriksa kasus tersebut,
karena dimungkinkan terjadinya kesengajaan pemohon untuk berpoligami,
jelaskan?

Apakah pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim ketika
pemohon terbukti disengaja dalam melakukan poligami dengan alat hamil
di luar nikah, jelaskan? ‘

Jelaskan fenomena hamil di luar nikah yang disertai dengan izin poligami?

Bagaimanakah solusi dari perkara tersebut?

Vil
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Menimbang, bahwa Termohon II sekarang ini sudah

R v danaan tangga' 7 vewal t4 ' H, -oleh tm
/amil 5 bulan akibat “hubungan layaknya suami istei:

| MR 1pRLS, o shagat “Gakim %;
dengan  PFomohon, dimana nntuk Kepastian status *h

Gl dtan Dra, o PFRLANTOON, e ©ABLD 3

andk 7ANg likandung dan, dvml haknya anak te;sebu "m k'a'

Gasioa dngeGta pUTUTan wana pada hasds im

kemaslahatan tersebut per tu dlpertlmbangkan- ‘ff—-f_P‘—V
! o drtan sodane orbava untuk umum G YeR™" '

Henlmbanu, ) bahwe berdasarkan pertlmbangxn-
. Vot an sy n -\“ : Ly AN qq(ﬂ' 3 tp‘-‘#af’ut m .
per t nrnl) ingan tersebut di Atas maka Majelis Hakim V@unya
JUMADT, 8 H., i vanitera Pengg? %
alasan nnt LUK mengabulkan Pe mohon ber15ter1 13
: peediate ©ochan 01 mbed L. s emsm et sckeh g

e e e o o - - > - - - o -

KYTUM MAJELIS, ™0™l
M.ani mbana, bahwa ge¢rkara ini dibidang perkawiﬁan

tPoligant dengan Termdhon [I):

ey
mak i ber.«l.;,arkan Fasal 82 ayaL (1) Undang-undant LN’O
S PpORATNT IDRI 8 ,.1

Laluig 1999, l:u.aya yanyg timbul dalam perkara m.«

dibebankan );epa;,da FP?mol.on:
A kepaga b

Henginaat 5“'.“}}1.\3,,..“‘-%9“?‘-‘,@“,...f.,l_u;“-‘m dan‘peratui;an

“pernndang-undangan  yang berlaku can Kompilasi Hukum

Istham yang berkaitan dengan perkara ini; B b et
B ' 0 .

MENGADTITLTI

A 3 L. TR IS PR ARt AR

Y
) ) /1‘ .
Y Bieve Prow (Fpligami) clengan anmo_hon 11
1K o ""“;?
s Dinga Mot an LT ) s'\baqal 1st9r1 ke 2 T a), -

J+ Mempbebankan kepéda IPomohpM,unq,qk mo‘rﬁbﬁ?“ar

hingga kini dlﬁf&ng
L
sebesar Rp 1922.000,- (Seratus sembilan ‘%izuh

Simnleh

Iniaya perkara .yang

dwd il supighli - S-—=sSscamnwoomnram rroRE -

Demikian .d. .

1
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nomik ian putusanyini dnatuhkan dalam musyawarah

,,i:e «Ls Hakim paqayhari(Selasa tanggal 23 Desember™ 20?3
W

“Ttepatarni “denéé’nptaﬁggﬁl 29 Syawal 1424 H, oleh Kami

- e 5 . 2 NeT a[""i\fd r‘ﬁ"‘"" \u'",s’s ( '{AHA b’m et | " }
s = s : .o, . sebagal Hakim Ketua,
n © o Srammp yang vinie. 0 etksrs perdatén

i) ,.'“ ; T r i, ’ dq‘ajl;m - -pP S B P rm): 143 3109.1%3-:9
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SRR L

5w ,a -“‘

Wil dxbarakan dalam ssidang. terbuka “Gntuk "G oiamua
’ a,nlm dengan "didampingi- Hakim A‘r'x“g'&%“:y Ngersem%u

Vo te ool tIngooc o e --'n'}” Ar. O8 Rwu-
‘8 dihadiri . sebagal Panitera Pen
cva Tamiomeat = coamaten “‘x}

Pemahon, vrermohon I dan Termohon II*.?,J:;;sr--"ﬁ';sem -3
THAKIM ANGGOTA,

e S5 anos d KETUA"MA'JELTS’,‘““‘-’#J- Q
s o A ttd W
9% i i e R afrtece : T B OB Iﬂlﬂ.r F
tid anare ac v Rt 28 AR
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ga‘incit;n Biaya Pevkara : VR UERRAI _Untuk enlman yang gama bunymya

ar N H watan tanggal
i U Biayd Pencatatan ' :Rp 26.000,° Pengadnan Agama Sleman

Daan Targedd
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L Bfl%ﬁiﬂ’l osen i Rp lﬁ().OOO.-_. ajukan
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PUTUSAN 4 L

YOMOR :74/Pat.G/2003/PA.Smn i
BISMILLAHIRRNHMARIRRDHIM - g

DEMI KEADILAN BERDASARKAR KETUHABAE YANRG MAHA ESA . ...

Fengadilan Agema Sleman -~rang mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis télah
menjatuhkan putusan sepagai ber2kut dalam perkara antara: ~=-s"

C W LR S 7, umur 27 tahun, agama lsSlam,
pekerjaan Sopir pada pengelola swasta,
fendidikan STM, bertempat tirggal di Kutoén Rt
02 Rw 15 Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah,
Kabupaten Sleman, selanjutnya.disebué Pﬁﬁéﬁaﬁfg

LAWAR . TR 8

= - . -

. -l _, umur 23 tahun, agama ‘Iéi;m,
pekerjaan Swasta {(menjahit), Pendidikan éHP,
bertempat tinggal di Kutdn‘ Rt 02 v 15 Desa
Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sléﬁén,
Kabupaten Sleman, selanjutnya diééﬁut
PRSI - o

- . . N , umur 21 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyewan Swasta, Pendidikan SLTA,
bertempat tinggal di Dalem Rt 04 Rw 15 Desa
Vidodomartani; Kecamatan Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Kabupsten Sleman, selanjutnya disebut
TERMCHON I} =r==—sm—————cmes Hib bR mee

Pepyadilen AGAMS TELBEDUL [ or——ssosssmen—racewsducncinws
Telah menbbaca Derkay PELNALE | s—-=cesodmecc s clnmds e s

Telah mendengar keterangan pora pihak di persidangan; -------



DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang

telah didaftarkan pada Kepariteraan Pengaedilan Agams Sleman

. Nomor:  74/Pdt.G/2003/PA.Smn.  m2ngajukan hal-hal  sebagai

berikut: ~---c-mccmccccccc e s ccr e marra s s —— ———

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I agalah suami istri -yang
menikah psda tanrggal 22 Oktober 2000 M berrepatan dengan
tanggal 24 Pajab 1421 ¥, <i hadapan KUA Kecamgtan qubah
Kabupaten Sleman dan <tercacat dalam Buku Akta.Nikahhﬁp.
208/268/X/2000 tenggal 23 Oktober 2000, pada saat itu
Pemohon beratatus Jejaka aan Termohon berstatus Perawan; --

2. Bahwa 3etelah akad nikah Pemohon dan Termohon I <elah

dikaruniai keturunan/anak cebanyek 1 orang vyaitu ., R

L - e . . S e T A e b D S G P M M MR s e e e e A e P G e R R R S B e e

na

3. Bahwa zampai sekarang Pemchon dan Termohon I hubungannya
masih harmonis; ———-———--~——~—-————-——--—r——-——~————-—-;-—-

4. Bahwa Termohon I masih sehat jaamani da rohani dan masih
biss melawani layaknya suani istri; -----~ccvcccccccncnaaa -

5. Bahwa Pemohon berkenalan cengan seorang wanita bernama .. ..

(Termohon II) pada tahun 2002 dan- -ingin

melanjutvya ke jenjang perkaAwinan: ---~-—-cmccmmcmmmmcaacca-a 0

6. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon II sudah terlanjur jauh
dan Termohon II sudah hamil 6 bulan; -~~=---c-cemenacmmmean

7. Bahwa Pemohon sudah izin pada Termohon I dan Termohon I
tidak keberatan dengan bukti terlampir; -~-----c-cececocanwa

8. Bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan Rp. 570.600,-
dangan bUKTi LErlAMPLL; =-m=mmmmmmmom-—;— e m——c—m——————

3. Bahwa Pemchon berusaha akan berlaku adil; -~ ~-ecweccammcnano

Bahwa berdasarkan uraian dan 2lasan tersebut di atas, Pemohon

mohon kepade Ketua Pengadilan Agama Sleman cqg. Majelis

tiakim yang rmemeriksa dan mengaedili perkara ini untuk

menjatuhkan putusan sebagal barikut (-----c-cerrcmc e c e



i et i . et
3

ars
B ot ot o o ot o 2 i e > atn wm o - ;.:-.-n‘:-‘L

2. Memberi izin kepacda Pemohon untuk wmenikah lagi dengan

Termohon II yang bernama .- (i} memereccmmcscmcaspe-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----------ccccameman
SUBSIDAIR ! ~~=~-—rwc—cmmrcecccca e cec e o e o e e e
Mohon putusan yang Yeadil-slilnya! s—srsccvmse—roceogamessacnamsmn

Menimbang, bahwa pada ha:i yang telah ditet-nkun Pemohon
dan pare Termohon hadir di pecsidangan, kemudian Majelis Haklim
mendame. kan para pihalk, aamun tidak berhasil, lalu
dibacaksnlah =urat permohonen ‘Pemchon vyang disinya ' ‘tetép

aipertghankan oleh Pemohon ; ==~w-cmmecccomcccenccnmceeetdibla.

Menimbang, ©bahwa tarhedap surat permohonan Pemohon
4

Yoo
tersebut Termohon I memberikan jewaban liszan vyang pada

e Ten g o

pokoknyva | $eBanil SEELIUNE dSr mack e s e B Ay e e i

s Bahwa benar 7ermohen I adalah istri Pemohon dan telah
dikaruniai anak bernama : ’ - . lahir

tanggal 31 Oktober 2001; -w-ceemccmr e e

s Bahwa Termohon I tidak keberatan atas rencana pernikahan
Pemchon dengan Termohon II asal penghasilannya sejumlah
Rp. &§70.000,- tidak dibegi sama, tetepi misalnya- untuk

Termchon I Rp. 350.000,~ dan untuk Termohon II sisanya: -

» Bahwa antara Termohen 1 dengan Termohon II  tidei eda

hubungan saudara atau S€SUSUARN, ——~——rme- - cm s e e —ca—

Menimkang, bahwa Termohon 11 telah pula membefi}nn

jawabail liazan yang pada pokeknya sebagal berikut: ----—--~==---

e Sahwa Termchon ‘II kenalan dengan Pemchon pada Nopember

2001, kemudian berhubungan laysknya suami istri; ----=-=--

* Bahwa awalnya Termohon II tidak tahu kslau Pemohon sudah
beriatri, tapi lama-~lama tahu, tapi hubungan kahi tatap

berlanjut, karena Termohcn II mencintai Femohon; --------



Baliwa pada bulan Agustus atau September 2002 Pemohon
mengenalkan Ternéhon II kepada Termohon 1 8sekaligus

menyampaikan bahwe Te=rmohon II hamil; -------~--ccecccecaa

Bahwa Termohon II hanya ingin Jdinikahkan dengan Pemohon
demi anak dalam kandungan, sedang masalah gaji “kdlau
Termohon 1 diberi PRp. 350.000,- dan sisanya ' uhtuk
Termonor II maka mohon agar Perichon mau kerja sampiﬁdén
dan hazilnya untuk Termdhon R = s = S LS e e 2 B

Menimbang, bashwa Pemolon tTelah mengajukan bukti-bukti

sebagai berikut 1 =m=mmmmmm e e endeae
1. ¥ copy Kartu Tania Penduduk - Nofor:
3600922/08061975/00633 atas nama ~ - *  tertanggsl
12 Mei 2002 (P.1)§ —==--=m=mememmacmmmocmoomcesluden 22LSEY
2. Fote copy Kartu Tanda Pendudulk Nomor:
3600155/25101979/00161 atas nama  _ tertanggal
1 September 2002 (P.2); ~—m-mmmmmmmmane SO = SRS X, ITE
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk "ﬁBmo;;

5108072/14061982/00919 atas nama Heni Yuntarti tertanggal

Pemohcn tanggal 22 Januari 2003 (PF.5)) ~---=-= B R LA

. Surat Pernyataan rela dimadu vyang ditanda tangani

Termohon I tanggal 22 Januari 2003 (P.6); =~~immmmedddeas

. Foto copy HKutipan Akxta Nikah Nomor: 208/?87X7i060

tertanggsl 23 Oktober 2000 (P.7); ----=-~---=mnmmasooooas

Surat slip gaji atéé nama Pemohon tanggal 31 Januabd 2003
' . v _tidak

Menimbang, bshwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan

B R T I e s e e e IR T T e e



vww . :,. umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan
PNS, tinggal di Dalem Rt 04 Fw 15, Widodomartani, Ngemplak,

BLAMBI] >wmm s e s s s v i - S S i e g il o e i

» Bahwa zak3i mengaku ayan <andung Termohon II; ~~--w=-e-
. Bahwa sebelumnya Pemchon eering datang ke rumsh saksi,
lalu =aksi nasehe-i, sqdaﬁ pgnya istri kok datang ke
sini, nanti bies terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
aetelah itu tidak pernah datang lagi, dan Termohon Il

, tidak pernah cerita aba—apa: ——————————————————————————
e Bahwa kemudian saksi tehu-tahu Termohon II telah hamil
dengan Pemohon, maka saksi mohon kepada Pemohon agar
may wEnikehi TeErmohon Il) socm~eeccccmcsdiamnlcam s o=

» Bahwa setelah nikeh nanti biar mereka cari .nafkah
gendiri-zendiri; ——---“~-;7~—-——‘—-—~——*---; -----------

¢ Bahwa antara Femohon, Termohon I dan Termohon II tidak

ada hubungan nasab, dei. Termohon II belum p.rnah nikah;

2 - ., mgam=a Islan, peksrjaan Tani, tinggal di Kuton, Rt
02 Rw-ls, Tegaltirtce, Berbhwah, Sleman; --~~-c-m-ecececamaca-

+ Bahwe saksi méngaku ayah kandung Pemohon; ~~=--ececcewe--

¢« Bahwa Pemciion dan Termchon I =elama ini tinggal

bersama di tempat saksi dan mereka telah mempunyai
BEOTANG: BIBIEY. == sin s somce ot o om omed w8  no oh A mam

» Bahwa =elama ini keadaan rumah tangga mereka baik-baik
EWIH; mrmeme——ee s e R v S e e

e Bahwa gaksi belum pernah bertemu dengan Termohon II; --

» Bahwa sakal saat ini mesih nauggung biayae hidup. adik-
BN PEMGNON, oS i e S SR e e N e e o SRS
Menimhang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
berita acers persidangsn dinyatakan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan deri putusan ini; ---==---ocomcco-cossemlovenomne
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‘ PERTIMBARGAN HURUM ‘ :
llenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemoHlon

adalah =ekagsimana diuvraikan di &ta8; ——--meme-oeee- ——————— e

Manimbans, bahws pokok permohenan ini ialah mechon 42zin
untuk menikabh lagi dengen seorang wanite bernsma 7
o . - {Ter¥mahoR. T1)i sem—aes=s 5 e L A S A R S S

Menimbang, bhshwa berdasarkan ketentusn pasal 3-5 UU No. 1
Tahun 1774 jo. Pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 55-59
KHI, maka: ----=-c=o=wo e e e -
1. Syavat ma2ngajukan permohcnan beristri lebih dari seorang

yaituvancara 18iN! ~vmmmme i e o
A AS8MEME DRECraeCUEET LRLMER SEE-cee—ee— e e el ek
b, adanye kepastian bahwa sSuami mempu neanjamin Keperluan
hiGiip rdbs 1stEl dan aoa8=EREKNYa; === -——ssscammmmse———
¢c. adanya Jaminan suami bLerlaku adil terhzdap para istri
dni ABEi SR e B - e e e 2 - s e el U

2. Fongadilan dapsat memberi izin irepada ascvang suaml untuk

-

bepiatrre lebih dari seorang apabila dikehsndaki oleh pihak—
prhak yang bersangkﬁtan: ----------------------------------
anintang, bahwa daci pemerirzaan di gpersidangan

dipernl=h fakts-fakta sebagal herikut: ---~---- e ——————
1. 3ahwe Famohen telah menikah dangan Termonon I 22 ORtobetr
2056 dan telah dikarunisail zeorang anak laki—laki'bernama

T lunar tanggal 21 Oktasker 2001 ~---
Z. BEahwa “2m>rhern berencana akan menikah lagi dengan Terﬁohoq

1T »~adsng Termohon 1 cidak xebevstan dar rela atas

t2n23ang LAChAKAREN LSrget) ——c--e-cm e e e e -
3. Bahwa Pemohon berpergnazilarn  Rp, 570,000, - perbulan
[P T Searemra i s s T e S e A b e ek i

4, Bahwa Pamohon menyatakan akan berlaku adil terhadap istrd
GEN ATAK=-RHAAK BELREET ——ems-ascsSee SENER S e S S e
5. bahwe antara FP2mchon dan Termchon I dengan Termohon II

riday ada hubungan naszac, sapenda £Cau 2e3UsSUAN; --—------



\

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ~dapat
151mpulkan bahwa Termohon I menyetujui rencsna perkawinan
emchon dengen Termcohon I1I, dan Pemohon dapat dipandang mampu
menjamin keperluan hidup para istri dan anak-anak mereka,

serta sanggup berlseku adil terhadep para istri deii anak-anak

Menimbang, bkahwa Pemohorn dan Termohon I dengan Termohon
II tidak ternyata ada hubuhgan nasab, semenda dan sesusuan
atau hubungan lainnya yang secara hukum dapat menghalangi
PEerKAWiNAN) ~wmmr e s e e e e e e e e m - m s —m -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka

permochonan Pemohon patut dikabulkan; -~----~—--e-ccmmmcmcccame—

Menimbang, bahwa berdasarkan katentuan Fasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan

Kepsda  Panigh CHERS ~=— 8K~ —~=—con Rl e e e R e S S

Mengingat 3emua ketentua:n perundang-undangan yang berlaku

dan yeng berkaitan dengan perkara ini; ---=--c--csmmmcmamocoao

MENGADILI

1. Mengabullkan permohonan Pemohon ; ---=~---ccemmmmcmaeee

. Memberi izin kepada Pemohon (.~ = . . . )

r

untuk menikah dengan T<rmohon II (. . S

- n . . - A . o — . A e G S T S e o e S A NS S e e e e W A

3. Membebunkan biaya perkara vyang hingga kini dihitung
zzhezer Rp., 349.500,- (Tige ratus empat puluh sembilen

EXBU AilmA PATUS TUDLER) 1 —rerme eSS e e e s

Demiizian dijatuhkan putiagan ini pada hari Selasa tanggal
1 Apral 2093 M, bertepatan Jd=2ngan tanggal 2% Huharram 1424 H,
olan e n e ... sebsgai letus Majeli=z,

e © 7, masing-measing =aebagai Hakim

Anggcra.  Futuzen mana diucapkan dalem =zidarg yang terbuka



-“§§§ntuk umum  oleh Majeliz tersebut vyang dihadiri

-, 2ebagal Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

—— o —— G " =y G - Ve e G e G D e G e P GNP S Gep D D U W G S S S

HAKRIMY ANGGOTA ' HAKIM KETUA
Ttd ttd
- - oyt
LR
;t'i r"..’?,..;(..‘
- = oel ; ' PANITERA PENGGANTI
A ey
tod
e

Perincian biaya perkara:

1. Biays Pendaftaran : Rp. 26.000,-
2. Biaya Redak3ali + lat=rai : PRp. 7.500, -

~

3. Bisya Fgfs

D

Jumlal P IREE 54 9uabte
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